
89 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Peraturan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2015 mengenai penghasilan yang layak yang merupakan 

suatu penghasilan yang layak diterima oleh pekerja dari 

pekerjaannya, yang mana dapat dipahami sebagai upah minimum 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Terhadap 

Penetapan Upah Minimum Dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan 

kemungkinan menimbulkan adanya inharmonisasi peraturan karena 

adanya peraturan mengenai penetapan upah minimum dilakukan 

dengan melihat tahapan komponen kebutuhan hidup yang layak 

bagi pekerja lajang dalam 1 (satu) bulan, yang mana juga berlaku 

bagi pekerja yang berkeluarga; 

 

2. Penetapan Upah Minimum dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang 

mengatur mengenai penetapan upah minimum yang melihat dari 

kebutuhan hidup layak dari pekerja yang lajang atau belum 

menikah, dapat disimpulkan adanya kemungkinan mengandung 

unsur diskriminasi sehingga dapat menyimpangi asas non-
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diskriminatif yang terkandung dalam bagian menimbang Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 

dalam Mukadimah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang 

Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and 

Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya). Lalu, berdasarkan hal tersebut, kemungkinan 

dapat menimbulkan penyimpangan terhadap asas keadilan bagi 

pekerja yang berkeluarga jika dikaitkan Dengan Pasal 7 Butir a 

Angka i dan Pasal 7 Butir a Angka ii Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional 

Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang menyatakan 

bahwa pemberian upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup 

layak bagi pekerja dan juga keluarganya, sehingga menurut Teori 

Keadilan yang dipaparkan John Rawls dapat menyebabkan tidak 

adanya manfaat serta pemenuhan tujuan individual bagi pekerja 

yang berkeluarga sebagai subjek dalam masyarakat ideal. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut: 

1. Disarankan agar menghindari adanya kemungkinan inharmonisasi, 

tidak hanya pada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan peraturan lain, 

salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang 
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Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and 

Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya) yang mengandung perluasan makna atau 

ketidaksesuaian peraturan antar pasal atau pengurangan makna dari 

peraturan yang satu dengan yang lain dapat mengakibatkan 

ketidakpastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kedepannya 

dibutuhkan ketelitian serta harmonisasi antar perundang-undangan 

terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

perlindungan HAM; 

2.  Disarankan pada pembuat peraturan perundang-undangan agar 

dapat melakukan pengawasan dan pengubahan yang sesuai dengan 

kondisi dan situasi ketenagakerjaan Indonesia dalam halnya 

pemberian dan penerimaan upah minimum bagi pekerja di sektor 

swasta, serta diperkuatnya penegakan aturan mengenai 

perlindungan hak pekerja serta tindakan diskriminatif terhadap 

pekerja demi perwujudan keadilan dan kesejahteraan bersama. Serta 

diharapkan untuk adanya upaya untuk menata kembali tata bahasa 

dalam rumusan peraturan perundang-undangan, khususnya 

peraturan perundang-undang dalam bidang ketenagakerjaan yang 

masih banyak menimbulkan multi tafsir. 

3.  Disarankan pada pihak pemberi kerja atau perusahaan untuk dapat 

melakukan penyesuaian mengenai perjanjian kerja antara pemberi 

kerja dengan pekerja dan peraturan perusahaan terkait hak dan 

kewajiban para pihak, terutama yang berkaitan dengan upah yang 

mana merupakan perwujudan kesejahteraan merata serta keadilan 
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yang merata bagi para pekerja dan kesejahteraan serta keadilan bagi 

si pemberi kerja tanpa ada kesewenang-wenangan. 

4.  Disarankan pada pihak pekerja untuk dapat mempunyai kesadaran 

hukum akan bidang hukum ketenagakerjaan. Terutama mengenai 

hak dan kewajiban pekerja yang berkaitan dengan upah yang mana 

berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sebab 

dengan dipahaminya ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan 

pekerja dapat bekerjasama melaksanakan hubungan kerja 

berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat serta dapat mengetahui 

hak dan kewajiban untuk tercapainya tujuan dari masing-masing 

pihak. 
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